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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas dan
nyata dan bertanggung jawab, maka pemerintah daerah harus mampu
menggali sumber keuangannya sendiri sehingga dapat menyediakan
sumber-sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan;

bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli
daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam
meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan
untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, disebutkan bahwa Pajak Restoran merupakan jenis pajak
kabupaten/kota;

bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran di
wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara serta sebagai pelaksanaan
ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan
tentang Pajak Restoran dalam Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Pajak Restoran;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor. 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengadilan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20604 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negaras Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiza Nomor 4437)
sebagaimana telzh diubah beberapakali dengan Undang-Undang 12
Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tabun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah {Lembaran Megara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomar 126, Tambahan {embaran
Negara Reputlik Indonesia Momor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah {Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049} ;

Peraturan Pemerintah Nomer 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (lLembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nemor 320%9);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah {Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2005
Nomeor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintab, Pemerintahan Daerah
Propinsi dan Pemerintahan  Daerah Kabupaten/¥Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah { Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomeor 11%, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak
Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau
Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak { Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5179);

—

i)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABLUPATEN LABUHANBATU UTARA
dan
BUPATI LABUHANBATU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK RESTORAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

10,

11,

Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan
oieh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Xesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utars.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD,
adalah lembaga perwakilan rakyat daerash sebagai unsur
penyelenggara Pamerintahan Daerah.

Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara,

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara,

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan Daerah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh
restoran.

Restoran adalah Fasilites penyedia makanan danfatau minuman
dengan di pungut bayaran yang mencakup juga rumah makan,
kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa
boga/cateting.
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Bar adalabh tempet khusas d mana ciidangkar minuman bk -inegan
mawedn keras dengan pRmssyasn,

Kapetaria adalak sebagiam dari banginan ata,  ruangan kartor,
perlokoan alan Laman yany deEcdiakan miluk msrryailag: vkaian
Jan manaman dengan pembaryara .

Waning edalah wsaha yang merjual makanan dan miniman alk yarng
mergguraken Bargunan elap o senacilara alad gl yacg
depat; o inde -plnd o kan.

Bar mdlalab [saogunan aldu sabobagizn barguna yarg digonakar
anlus el e gt A nekanenn dergan printivaraa,

Jgza hoga 3qau katedng adalah s=ha yang menjual Takan2n At
A b warig msonggunakar Lergsal yaro Lelagr sl senmsrar
dtau wgat 2 dapa: dipldah-pind ahkan,

kantin aclalal wsabia yareg inenyediskan rmakaciac alag meeomen bak
vang  dimililkd  swastz maooun  Iostansi Pomeedintah dengan
e vedigan v -pak untuk menyantac.

Subjek Fajak adalah orang anbadi atau Badan yang dapat dikenacan
rajax.

19, Badlan deddnn sehkompalan owAang dargdatag mimlal pang mesupakan
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LS

bzseiluer, bedile v e akubie Laa s i vany ek el akubian
usaha warg malipuy  perseroan  terbatas,  pergersan kemandibar,
rarsarear lalntye, Aadan Lsaka Mik Necara [RUMNG atag Radan
Lzt Milik Desrah (BLIMOY carmgar nama dan dalam harbuk agapr,
firmg kongsl, koperesi, dons pensiao, perskaiudn, - perumeuldn,
yayAcan, arcanlsast nasss orpazac| socla! Aol At arganlsad
la:nnya, I=mbaga dan Eartuk hadan [&nnya Rrmacik kontak nvastas
ek bf chn bealuk usaba lela)s

Wil Pajok adalah orang privadi atas Badoe, mcdipub e Bayai

polak, potnobang palak dar pemasout palok yang mempaiegal ak den
kawailnan peraz|akan cecial dangan katenbush perati-an parLndang-
uncangan p=majakan daerah.

Masa Pajzk adalah wngka wakiu 1 (satu} bulan kalender alau janghka
wiklu b waray dialur claragan Peraloran Bupsali palmeg larma 3 fliga)
bulan kalendzr, yong menjad desar bagi Wik Fajgk  entuk
renghitung, menyesor dan melaporkan pajak vang berutang.

Tarun pajak AfAIan 1AOkAs WAk VARG lamanya 1 [CARl} fanon
kalkender, kengalibika wajib pajak menggunakan Eabon Buko yang tidak
s3ama dengan tahun kalencer.

Falak yang werutang adalah pajik vang 1ams dibava: poda sualy saal,
calarm masa pajak, dalam tahun paak atau dalam bacian whur pajak
=250ai dengan ketertlan peyaturar perundandg-undangzne perszjakan
claersh.

Penunodan adalah suatu rangkaian keoiatan rodai darni
peng himparan data obek dan sunek pajak ataw reTibusi, perentuan
besarmea  pajak  alau  retabuoia vaeg berdtarg  sampa kegatan
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r.l't:u;gl'un ajur, aldd refibus sepads walib paak atau wajio retribl si
FoThn pogewasan penyetc @i,

. Surat Pemberitasuom Pajak Cocrab virg sclancutnyn disngat SFTTD

adalah surar vare sleh owah pajat digunakan urtak melaporkcn
reachibungan  dan/akan perhayaran pajak, obrek paja< canyatau
fikar ahjek pajak dan/zizu harta can dewalhan oecual Eendan
kelenluan peralur an perarideng-uncaegan ereajakan Casmh

Suril Seburdn Majek Daerch, yang =2 dejumyd disingkat 5510, ada.ah
bukti pembayarar, ey penyemo:an pajak vong Lo ol J lakiskan sengsm
mer] quna <an formalic atau telal gilokekan dengen s lein ke kas
daz-ah relalul termpak pambayaran vang telah ditnjuk olsh Bupat,

Snrat  Eztsbapan Pajak Dweerabh Kurang Rayar yvang  schnpubnys
d=argkat SKPDE adalsh surat ketetmpan wang mAamnsti<an hasannya
jumlah pakak pogek,  ondab kredd, pragab, jomlah o cekmrangan
pondinearg ek puiak, besgriys sarks admiristebd dan jumish
paiak vang masih harus disavar.

Ut Ketetapan Pajak Dreerah Korang Dayvar Tambaban yang
saanjutia  dislngkar SKEPDRERT  adalat surst ketelopan varg
menenlika lambaten st jimlah paiak yang belah ditetmpkan,

Suras Retelcpan Pajak Dasrah Hihil, yarg selarmoliys  disiceykal
SEADN, acalal 5 oral Keletapa: wong necncobuian junlzb oo ecak
sama be=arnya diengan Junlad kredii pojob atay pujok liduk tenatang
fan Hdak ada kracie pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daean Lebih Dayar, yang selaniutma dsnakat
SKFULE, adaiah Surat Keratasan yand menantuka jumiah ks lshiean
poibayanan pagk korcna uidah crecil pagak kshih Tessmr dai pada
Eaiak vany seruleny Jgldu selisnasred ddek Erusng,

Surat Taghar Palak Das-ah, wang eslanjuonya  cisinckat STRO,
adalah Surat wntak molakukas tegihan  pajak  dareolin sarka
Acder-unslralil benga bunga Jendatau ceda.

Caural  Regualusan Prntetular o oadalalh siqat kepubusan yann

memshilkan kesalahar tuilis, kesaiahan hiung, danfatag zckolisean
dalon ponorapem kebuniusn ledenbn dalam pesaturan pernndang-
dndAngan  parsajakat das@h yans tendapat  ocalam Surat
Fembentshuan Pajak Terutarsy, Suraz Kolelapar Pajak Dasrah, Sorat
Kelelapwin Pajuk Darrah Kirana Hayas, Suras KEetecapan Pajok Ceerah
Kurang Bawar Tamoahan, Surat Ketetasen Pajak Daceali Nikl, Swal
Kelelapaan Pk Daemh Lehih e, Surak Tagibao Fajsk Daerah,
5.k Reputusan Pembetilan ateu Su-at Keprt sam eberalan.

qural Kaputiesan Kete-atar 38330 surat keputisan atms Keberatan
tehadap Smat Pomber tahuan Bajak 1eularg, Sorat Ketetapsn Pajak
Deerah, Surat Ketedapan Fajak Daerah Kurang Baver, Surat Ketetapan
Fajak Damah Karaag Bavar Tambaliar, Susal Kelelaaan P Daemh
Ninil, Siwat Ketetapan Pajrk Daerabh | eb'h Rayar sk te-hacap
pematennan ata pemungutan oleh pihak ketiga vamg dicjukarn aloh
Wajl: Pajak.
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Putiisan Banding adalas patusan Badan peradilan pagsk stas banding
tertiacap Surel Kepubagan Ketie-alan yong diajukan siet Wejil Pajeb,

1%erraerikaca) adalel) sergla e ki alan swoghi-geon daen remgzlab
data, kewerardar, can'aau tukti vang di skiansken secas abjekdf
dan prefecenal  berdasarkar swale  stawlar pemcrnbsazn unoak
menmuji <eizhuhar pEhzouwhan kewaiban  perpajakan daerah
danfalau uatoc Wijuer Jane dala™ vangks memacamizkan kol loan
peraturen perundang-uncanngar perpajskan darrsh,

Panyidi<ar, findak nidana ol Dideng  perrajakat dae-ah adalah
celanecdian nozkan vang dilakukan oleh peryidi< unuk mencan
sarta mengummiksn bukl wang fengan okl i memirak trreng
tindak pldana d Bdeng perpacakan dasrah perpeiacan yamg torjadl

sara menemakdn [esangkd nyi.

Balparnd adalah moropakan sarang yang digonekan pengusabg unluk
melgqian persghan kepada Kaosumen gkes jesa prodik yanng
dirbmabings yand dilcibitkan Porcrinla Dacralh sz bowrulan
yarn] disponsori aleh Dinas Pendasztzn Pengelola Keuangan dan Asset
Daorah Kabupaton Laaharbato U a.

BAB I1
MAMA, OHJEN DAN SUBRIEK PAJAK
Fasal &

Dear e Mo Papb Keslorea dipusoguo? pecibayaran alaes poeloyanas
pang dia=d akan olel Eastman,

Objek Pajub Res-arasy adalab podayanan ydog ciszdishan Restaran.

Feavanan yarg dizediaken Restaran seoggaimang dimaksud pads
apat 1) meliputi pebryanan perjuzlean makansn canf/atad mimeman
ya1g dikansumsi cledy peamtaeli, bag dikonsamsi o0 brmpel el
maL pun d- tempatlan,

Tidak termasuk Dbﬂ'ak Pajak Festoran ssbegaimara dimaksud pada
ayat £1) sdalzh pelzyanan yang discdiakar ceh Restorom yang nile
vermulannya bdak mdd cbity Booa o0 I8, - fbalan,

Faszal 3

Subjek F'a:jlak Feactoran sdalah oramg pribadi akau Badan vang mene bel:
makaen dan/okeu minurzn dani estoran,

Waik Pajak Rectoren adalahh ofang pribad  atau Badar  wang
mengusahakan Restaran,

BAB 111
DASAR FEMGENAAN, TARIF DAN CARA
PERHITUNGAN PATAK
Paszl 4

Dexsar Pengenaan Pajak Restz=n adalah jumlah pembayaran yeng dited—a
atau yag sehanemya dite-ima Bestoran.

¢

Fasal 5
Tanl Pajah Rcslenan diesbaphen solionas 2036 Daepaluby persan).
Pazl 6

Besaran Pokok PAgak RKRStoran yang [echntaag distoans desgar ca-s
maadlikRn fanf sebhagaimana dimakagd dalam Pacsl 5 dennan cacar
puragenan Eajak e bagdaims na disnaksod dalam Sasal 4.

EAB TV

WILAYAH PFEMUNGLUTAN
Pacal 7

Faja< Restoran yang terukang o pundel dowelayol Do,

BAE V
MASA PAIAK
Pazal &

Mara Prjak adrlah jamng <3 wakh. yang lamanmya 1 (=abu) bulan Ezlender,

BAB VI
SURAT PEMEERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 9

21} Behias weib pajak wajth mengis. SPTEE,

(4} SITPY selmayawnana dionaksod pera ayas (1), hanes diis’ dencan
Jelzs, berar dan leri<ap st ditanda tanasnd alch Wajilh Paak alag
S ey Yoy chive s kuase clelnya,

13} SPTRD sebagmanana divobsud pods 2yl 08, diearmaikan Dinass
a@ling lma 1t [ima balas] nari szzelah Bera<h mya masa pajak,

14y Reterruan ) mmul rengeren aendnk, i, dan lats cara peagisian
SPTPO, o abx dengan Perataran Bupat.

BAE YII
FEMUNGUTAN PAJAE
FEaqinn Keshuy
lale Lara Pemungutan Pejak
Fasal 18

111 Pem.angquien Pegak dilarzng dioromgkan,

{2) Wajia Pajak Rosboran vang mamenuhi kewajioan pe-pajakan aerdin
membayar najak yarg enrang berdacarkan SFTFED, SKFDEKH, dan
SEPLDKBT .

{3y Pembavaran Paja< tilakikan dengan merwgurakan Sa-al Sehoran
Fajak Dot ain.

(4} Ketenmuan kbkib [anj.ab mengenai @t cara oelaksanasn pemurguEn
Pajak liatur dengan Perabaran BLpati.
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Pasal 11

(1) Dalam jangka waktu 5 {lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak,
Bupati dapat menerbitkan :

a. SKPDKB dalam hal :

1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak
yang terutang tidak atau kurang dibayar.

2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka
waktu 15 (lima belas) hari dan setelah ditegur secara tertulis
tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan
dalam surat teguran.

3. jka kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang
terutang dihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT jika ditermukan data baru danfatau data yang semula
belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak
yang terutang.

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan
jumidah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit
pajak.

{2} Jumlah kekurangan pajak terutang dalam SKPDKB sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} huruf a dan b, dkenakan sankst
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan
dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka
waktu paling lama 24 {dua puiuh empat) bulan dihitung sejak saat
terutangnya pajak.

(3) Jumlah kekurangan pajak vyang terutang dalam SKPDKBT
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf b dikenakan sanksi
admainistrasi berupa kenalkan sebesar 1002 ({seratus persen) dari
jumlah kekurangan pajak tersebut,

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat {3) tidak dikenakan jika
Wajib Pajak melaporkan sendini  sebelum  dilakukan  tindakan
pemeriksaan.

(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKEB sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa
kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dar pokok pajak
ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 {dua puluh empat) bulan
dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 12
(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan SKPTPD,

SKPDKB, SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)
dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

L0

(2} Ketentuan lebih lanjut mengenai tate cara pengisian dan
penyampaian SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud
dalam Pasal il ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan
Bupati.

Bagian Kedua
Surat Tagihan Pajak
Pasal 13

{1} Bupati dapat menerbitkan STPD jika :
a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.

b. dari hasil peneiian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran
sehagai akihat safah tuiis dan/atau salah hitung.

c. wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.

(2} Jumlah kekurangan pajak vang terutang dalam STPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan
untuk paling lama 15 {lima belas) bulan sejak terutangnya pajak.

{3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan tata cara
penyampaian STPD, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian I(Etiga ;
Tata cara Pembayaran dan Penagihan
Pasal 14

{1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan
I:(:en'y'etﬂran Pajak vang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari
erja setelah saat terutangnya pajak.

{2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan dan Putusan Eandin%% yang menyababkan
jumlah Pajak Eang harus dibayar bertambab merupakan dasar
penagihan Faja dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama
1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

{3) Bupati atas permchonan Wajib Pajak setelah memenuhi &Ers aratan
yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajih Pajak
untuk mengangsut atau menunda pembayaran pajak dengan
dikenakan bunga sebesar 2% {dua persen) sebulan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran,
tempat p-embalxaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak
diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

{1} Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKXB, SKPDKBT, STPD, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan
Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pads
waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan.
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BAR VIII
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 16

(1) Waijib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau
pejabat yang ditunjuk atas suatu :

a. SKPDKB.
b. SKPDKBT.
¢. SKPDLB.
d. SKPDN; dan

e. Pemotongan atau pemungutan cleh pihak ketiga berdasarkan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang beraku.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
disartai dengan alasan-alasan yang jetas.

{3) Keberatan harus digjukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungufan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jike Wajib Pajak dapat
menunjukkan yanF bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi
karena keadaan diluar kekuasaannya.

{4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar
paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

{5} Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat {2), ayat (3) dan ayat {4& tidak dianggap sebagai
surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

{6} Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau
pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui
surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 17

(1) Bupazati dalam jangka waktu paling lama 12 {dua belas) bulan sejak
tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas

keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Bupat atas keberatah dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menclak, atau menambah besarnya
pajak yang terutang.

{3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
terlampau lama dan Bupati tidak memberi suatu keputusan,
keberatan vang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 18

{1) Wajib Pajak dapat mené:jajukan permohonan banding hanya kepada
Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenal keberatannya yang
ditetapkan oleh Bupati.

{2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) diajukan secara
tertulis dalam babhasa Indonesia, dengan alasan dyang jelas dalam
jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampir
salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.

{3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban
membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal
penerbitan Putusan Banding.

) [

Pasal 15

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan
sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan
dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% {dua persen) sebulan
untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

{2} Imbalan bunga sebagaimana dimkasud pada ayat ge dihitung sejak
bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

(3} Palam hal keberatan Waijib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian,
Waijib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50%
(lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan
keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum
mengajukan keberatan.

(4) Dalam hal Waijib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi
administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen}
sebagaimana dimaksud pada avat (3) tidak dikenakan.

(5) Dalam hal permchonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian,
wajib Pajak dikenai sanksi adminisrtratif berupa denda sebesar 100%
(seratus persen) dari jumiah pajak berdasarkan Putusan Banding
dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum
mengajukan keberatan.

BAB IX
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

(1) Atas Permchonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat
membetulkan, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB
Kang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis danfatau

esalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu
dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Bupati dapat :

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa
bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal
sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau
bukan karena kesalahannya.

b. mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD,
SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar,

c. mengurangkan atau membatalkan STPD.

d. membatalkan bhasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang
gilaksarllakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang
itentukan.

€. mengurangkan ketetapan pajak  terutang  berdasarkan
pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi
tertentu cbjek pajak.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau
perghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan
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ketetetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat {2) diatur
dengan Peraturan Bupati,

BAB X
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah
melampaui jangka waktu 5 (Iirnaa tahun terhitung sejak terutangnya
pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tingak pidana dibidang
perpajakan dagrah.

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
tertangguh apabila :

a. diterbitkan Surat Teguran danfatau Surat Paksa; atau

b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung
maupun tidak langsung.

(3} Dalam hal diterbitkan Surat Tf‘:!guran dan Surat Paksa sebagaimana
dimaksud pada ayat {2} huruf a, kedaiuwarsa penagihan dihitung
sejak fanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

{4} Pengakuan utang Pajak secara fangsung sebagaimana dimaksud
pada ayat {2) huruf b adalah wajib Pajak dengan kesadarannya
menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya
kepada Pemerintah Daerah.

{5} Pegakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan
angsuran atau penundaan pembayaran dan permshonan keberatan
oleh wajib pajak.

Pasal 22

(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

{2) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan oleh Bupat?atau pejabat yang ditunjuk.

{3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang
Fajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupat.

BAB XI
PENYIDIKARN

Pasal 23

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipll tertentu di lingkungan Pemerintah
Daerah diber wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana di I:'cidanl_gI Eerpaiakan daerah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat {1) adalah pejabat
pegawai neger! sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah
{ang diangkat cleh pejabat yang berwenang sesuai dengan

etentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)} adalah :

{4

(1)

(2)

] v

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan menelit keterangan
atau laporan berkenaan dengan tindak I:Jidana dibidan
perpajakan daerah agar keterangan atau laporan te
menjadi lengkap dan jetas.

b. menerima, mencar dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang
ditakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah.

¢. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi ateu
gadanh sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan
aaran.

d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenazn dengan
tindak pidana di Eidang perpajakan daerah.

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

g. menyuruh herhenti dan/atau melarang sesecrang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemenksaan sedang berlangsung
gabn memeriksa identitas orang, benda danfatau dokumen yang

ibawa.

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
perpajakan Daerah.

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi.

menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan daerab sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (i) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Hukum Acara pidana.

BAB XI1
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD
atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau
melampirkan keterangan yang fidak benar sehingga merugikan
keuan?an daerah dapat dipidana dengan pidana kumngaan palin
lama 1 (satu} tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumla
pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau
mengisi dengan tidak benhar atau tidak lengkap atau melampirkan
keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah
dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
atau denda paling banyak 4 {empat) kali jumlah pajak yang terutang
yang tidak atau kurang dibavyar.
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Pl 25

Denda sebaga mana diraksud dalam. Fasal 24 merupakan pereritaan
MNergem,

Pasal M6

Tindek pidarva di b'dang perpajekan Caerah tdak diturtut setelsh
melampani jargka wakiu 5 ﬂll‘l‘l?ﬁ tahun sejak saat terabawgnya paak
akalr beml:hlrn Masa Pajak ateu heraknirnye Bangian Tehun Pajas atau
Berakhirmya Tatvdn Pajak yang Larsamg-utan.

BAE XIIL
KETENTLIAN PENLTLR
Pasal 27

Ketentuan lebib lanjul mengenal Lnis pelaksenaan Peraturan Dagrab ini
diabr dengan Proraturan Bupat

Fasal 23
Peraturan Daerah Inl rula’ barlaka pada tanggal diundznakan.

Agor  setiap neang  mengelihoirgs,  memernfabken pengundangan
Peraturan rah ini dengan penempatznnya dalam Lemba-an Deerah
Kabupaten Labuhanbata Uitara,

Ditetapkan :di A=k Kanopan.
pada arggal @ 26 Juli 2012,
EUPATI LABUNANEBATL UTARA,

dta,

HKHARLIDDTH 5YAH
Ciundannkan di Aek Kanopan.
pads tangaal 2% Juli 2011
SEKRETARTS DAERAH KABUFATEN

cdin,
AMRAN

LEMBARAN DAERAH KABUFATEN LABUHANBATL UTARA TAHUN 2011 NUMOR 10

Salinan s=au@i aslinys,

KEPALA BAGLAM HUKL'H
SETDA LABU BATU UTARA

PL ZULAD, AP
PENATA TK. I
MIP. 19770208 199511 1 001

1.

el

PEMIELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAEUHANBATU UTARA
NOMDR ¢ TAHUN 2011
TENTANG PAJAK REFTORAN

UMumM

Dalam Rangka penyslenggaraan Pemerintahan Daerak berdasarkan
Undang-Undang Nomar 32 Tamm 2004 tentano Pemerintahan Dasrah,
Pemerintah Daeraft mempunyal hak dan kewajlban mengatur dan
mengurus  sapdid  orusan  pemedintahannayr  antuk  meningkatkmn
£fisiansi dan ofektivitas peayelenggaraan gesmerintahan dan pelayanan
kepada masyaralat.

Urtuk menyslenggarakan pemerintahan tersebut, dasrah berhak
mengenakan puddgutan kepada masyarakat yang bearpedoiman dsngan
ketentuan Undasg-Undang bentang Pajak Bacrah dan Retribusi Dasrah,

Peipksanaan pemungutan Pajak Dagrah harug ditetapkan dalam suatu
Paraturan Daerah yang mengacu kepada kebentuan Undang-Undang
Nomuor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Redribusi Daerab

Menurat Undang-Undamg Hamor 28 Tahun 2008 tersebut, penetapan
jenis Pajak Das=rah bersifak close list {daftar tutup’, artinya dituar jenis
Pajak Daecah yang dibetapkan Undang=undang Nomar 28 tateh 21009
tidak dimungkinkan melakukan pemuangutan jenis pajak kinnya.
Pembatasan  terhadap  kewenangan Pemedntah  Daesrah untuk
menetapkan jenis pajak daerah bary bertujosn untuk memberiloss
kepastian kepada masydakat dan dunmia usaha yang pada akhlonya
dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya.

Urtuk nmeningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pamerintah,
Undang-Unkdang Momor 28 Tahun 2008 membed kewanangan yar
lebih besar kepada pemesrintah daerah dalam bidang perpajokan yaltu
d=ngan memperiuas basis pajak daerah dar memberdkan Kewanargan
kapada daerah dalam panatapan kadf.

Peruasan hasis pajah tErsehut meliputi peduasan cakupan dalam pajak
daerah dan penambahan jeals pajak baru. Feruasan cakupan dalam
pajak dasrah meliputi pajak Restoran yanyg dipeduas hingga mahcakup
pelayanan  katering. UODangan adanya perluasan  basis pajak,
pemerintaban daerah melalui peraturan daesah ini menctapkan tarlf
Jenis pajek yang dipesualken dencan kondlsl masyarakat agar tidak
memberatkan dan tidak mengganggu kestabilan iklim  investasi
didaerah.

Dengan dibetlakukannym Peraturan Dastah Ini, sejalan dengan sdanys
peningkatan baris pajak daerah dan diskresi dalam penetapan brd,
dibarapkan dapat meningkatkan Pendapatan &si Dacrah [PAD)
schingga daerah semakin mampu mamblayal sendirl kebwtohan
pangeluprannyn dafamm menyslengoaralan Pemerintaben dan
Pembangunan serta dapat mengurangi ketargantungan daerah terthadap
dana alokasi dari Pemerintah Pusat.




PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Culiup jelas.
Pasal

Cubup jalas.
Pasal 1

Cukup jelas,
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Paial 5

Cukup jelas.
PFesal &

Cukup jelas.
Pasal ?

Cukup jelas.
Pasnl A

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup j=lns.
Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelzs.

Ayak {2}

Wajlb pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara mambayar
sendir, diwajibkan malaporkan pafak yang berubkang dengan
manggurakan SPTPD. Jika wajib pajak yang diberi Kepercayaan
menghihung, memperhlhungkan, membayar dan melaparkan sendis
pajek yang terutang tidak memenuhl kewaflbannya sebagaimana
mastinys, dapat diterbitkan SKPDKE danfatau SKPDEBT yang
menjad] sarana penagiban. :

Avat {3
Cukup jalas.

Paund 11

Cukup jalas.

Passl 12

Cukup jelas.

Paaxl 13

Cokup jelas,

Pasal 14

Ketentuanh ini mengatur panerbitan surat ketztapan pajak atas
pajak yamnyg dibayar sendiri. Penerbhitan surat ketefapan pajal
ditujukan kepads wajlb pajak tertantu yanag dissbabkan aleh
wetidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena ditenkannya
data fiskal tdak dilaporkan obleh wiajil pajak.

Ayat (1}

Ketentuan ini memberi kewenangan kepada Bupati untuk dapat
rmemerbitkan SKPDKR, SKPDKBT atau SKPDN hanya terfiadan kasus —
kasus tertentuy, dengan perkataan laln hanya terhadap wafib pajak
tartentu yang nyata-nyata atau berdasarkam hasil pemeriksaan tidak
manrnuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban material,

Contoh @

1. Sewrarrg wajib pajak tidak menyampaikan SPTEC pada tabwun
pajak 2009. Setefah diegur dalam jangka waktu bertentu juga
belum menyampaikan SPTPD; maka dalam jangka waktu paling
lama 5 [lima) Tahun Gupad dapat menerbithan SKPDHB atas
pajak yang tzru@mng,

2. Seprang wajih pajak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak
2009. Dalam jangka waktu paling lama 5 [lima) tahun, temyaks
darl hasil pemerikssan SPTFD yang disampaikan tidak benar.
Alas paja yang teiutang kurang bayar tersebut, Bupat dapat
menerhitkan SKPODKE ditambah dengan sankod administratif,

3. Wajlb pajak sebagaimana dimaksugd dalam contoh yang telah
diterbitkan SKPRRB, apabkila dalam jangka waktu paling lara 5
flima) tabun sesudal pajak yang Lerutang ditemokan daba bamu
dam/fatau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan
penambaian jumiah paisk yang terutang, Bupali dapat
menarbitkan SKPDKBT.

d. Wajih pajak berdasarikan hasil pemeriksaan Bupatl temyata
jumiah pajak yang terutang sama besamya dengan jumilah kredit
pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak,
Bupati dapat menerbitkan SKEDN.

Huruf a
Angka 1)
Cukup jeas.
Angka )
Cukup jelas.
Anglka 3)

Yang dimaksud dengan penclapan pajak secara jabatan
adalah pemctapan hesarnya pajak terutang yvang dllakukan
oleh Bupal atau pefabat yang ditunjuk berdesarkan date
yanyg ada atau keterangan fain yang dimiliki oleh Hupati atau
pejabat vang diturguk.
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Huruf b

Cukup jelas.
Hurwf ¢

Cubup jelas,

Ayat (1)

Ketentuan ini mangatur sanksi terhadap wajib pajak yang tidak
memenuhi kewajiban perpajakannya yatta mengenakan  sanksi
administratif herupa bungz sehesar 2 % (dua persen) sshalan dari
pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk Jangka waktu paling
lama 24 {dua puluh empat} bulan aas pajak yang tHdak atau
terlambat dibayar, Sahiksi admd nistratif berupa bunga dihitung sejak
saat berutamgnya pajfak sampai dengan diterbitkannya SKPDKR.

Ayat{3)

Dalam. hal wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakanmya
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf b, yaitu dengan
ditamukannya data baru danfatau data yang semula belum
terungkap yang bemsal dari hasi! pameriksaan sehingga pajak yang
terutang bertambah, maka berhadap wajb pajak dikenakan sarhsi
administratif berupa kenaikan 1060% {=eratus persen) dari jumiah
kekurangan pajak. Sanksd admindstratl? Inf tddak dikenakan apabdla
wafib  pajak melaporkannya gebelum  diadakan  tindakan
pemeriksaan.

Ayakid)

Cukup palas,

Ayalk {5)

Calam hal waflb pajak Hdak memenuhl kewafiban perpajakannya
sabagaimana dimaksud pada ayat (1) buraf a angka 3), yaitu wagb
pajak Hdak mengisi SPTPD vyang seharusnya ditetapkanoya,
dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pajak sebesar 25 Yo
{dua puluf {ima persen} darl paksk pajak vang terutang.

Calam kasus ini Hupati mesaetapkan pajak yang terutang secara
jabatan melalui penerbitan SKPDKRB.

Selaln sanksl administratit berupa kenalkan sebesar 25 %0 (dua
paluh linia poersan) darl pokok pajak yang terutarg juga dikenakan
saqkei administratif barupa bunga gahasar 1 bn {dua parsan) selidan
dihitumg dan pajah vanyg hurang ataae tedambat dibayar untok
jamgks wrktu paling lama 24 (dun puluh empat) bulan. Sanksi
administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak
sampai dengan diterbitkansya SEPDKE.

Pasal 15

Cubup jelas,

Pasal 16

Cukup jelas.

Pacal §7

Cukup jelas.

a

Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Culup jelas.
Pasal 20
Cuhup jelas.
Pasal 21
Cuhup jelas,
Pasal 22
Cukup jelas.,
Pasal 23
Aynt (1)

Cukup jelas.

Aynt{2)
Huruf a

Culup jelas.

Huruf &

Culup jelas.

Hurmf ¢

Cukup jelas,

Huruf o

Cutup jelas.

Huruf e

¥ang dimaksud dengan kondlsl tertentu abjek pajak antara

lain,

lahan

per@anian yang sangat tarbataz, bhangunan

drtempati sendiri yarg dikuasal atag dimiliki oleh golangan
wajlb pajak tertentu,

Ayat {3}

Cukup jeias.
Fasal 24

Cubiup jelas.
Fasal 15

Cukup pelas,
Pasal 26

Cukup jelas,
Fasal 27

Cukup jelas.
Pasal 24
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Cukup jelns,
Pasal 29
Cukup jelas,
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
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